
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SP DIPA-005.05-0/2023

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023

DS:2946-3300-1807-0890

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2.

UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20233.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 0051. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG

005.05:2. UNIT ORGANISASI Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

:3. PAGU Rp.29.038.094.000

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.3.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.4.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.5.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.6.

A.N. MENTERI KEUANGAN

NIP.196612301991021001

Jakarta,  30 November 2022

ISA RACHMATARWATA

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-005.05-0/2023

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari1Halaman : 4

DS:2946-3300-1807-0890

A. IDENTITAS UNIT :

: 005 MAHKAMAH AGUNG1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN):2. UNIT ORGANISASI

:3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Rp.29.038.094.000

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 8.619.321005.05.BF

Program Dukungan Manajemen 20.418.773005.05.WA
:1. PROGRAM

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel: SASARAN STRATEGIS K/L 01

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara: 02

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan: 03

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan: 04

Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan: 05

Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas: 06

Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal: 07

Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset: 08

2.

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 29.038.094FUNGSI :
0304 PERADILAN 29.038.094SUB FUNGSI :

3.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan PublikPRIORITAS NASIONAL : 07 3.204.863

NON PRIORITAS NASIONAL : 25.833.231
4.



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-005.05-0/2023

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari2Halaman : 4

DS:2946-3300-1807-0890

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 8.619.321

Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

IKP01 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang Tepat Waktu Perkara2925

IKP02 Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara NSPK5

IKP03 Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Kegiatan76

SP04

Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

IKP01 Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Orang2928

IKP02 Jumlah Perkara yang diselesaiakan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Perkara42

IKP03 Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer Perkara356

SP12

Terselenggaranya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan di Lngkungan Peradilan Tata Usaha Negara

IKP01 Jumlah Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Laporan1

SP13

Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

IKP01  Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Orang360

IKP02 Jumlah Aparatur Pengadilan Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Orang394

SP14

1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

01.01 Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu Perkara3016

01.02 Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Militer NSPK1

01.03 Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Kegiatan19

02.01 Jumlah Penyelesaian Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer Perkara356

03.01 Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer Orang120

03.02 Jumlah Aparatur Pengadilan Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Administrasi di Lingkungan Peradilan Militer Orang166

5.118.152



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-005.05-0/2023

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari3Halaman : 4

DS:2946-3300-1807-0890

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

01.01 Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Kegiatan38

01.02 Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Kegiatan23

01.03 Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau disempurnakan NSPK4

02.01 Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Orang2928

02.02 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN Perkara42

03.01  Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Orang240

03.02 Jumlah Aparatur Pengadilan Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Administrasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Orang228

04.01 Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Laporan1

3.498.919

1061 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer

01.01 Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer Kegiatan0

1.125

1062 Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)

01.01 Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa
Pajak Tata Usaha Negara (TUN)

Kegiatan0

1.125

005.05.WA Program Dukungan Manajemen 20.418.773

Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

IKP01 Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Layanan1

IKP02 Jumlah layanan dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer Layanan1

IKP03 Jumlah layanan dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Layanan1

SP10



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-005.05-0/2023

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2023

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari4Halaman : 4

DS:2946-3300-1807-0890

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

6245 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)

01.01 Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan5

01.02 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Unit64

01.03  Layanan Manajemen SDM Internal Orang95

01.04 Layanan Manajemen Kinerja Internal Dokumen7

18.804.375

6632 Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN

01.01 Layanan Manajemen SDM Internal Orang253

810.876

6633 Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer

01.01 Layanan Manajemen SDM Internal Orang225

803.522

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. Direktur Jenderal Badilmiltun

Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Jakarta,  30 November 2022

NIP 196305081988032002



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari1

005.05.BF 8.619.321 00 00 8.619.321Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

01 DKI JAKARTA 0 3.177.394 0 0 03.177.394

526705 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAJAKARTA 0 179.216 0 0 0179.216KD

A00 RM 0 179.216 0 0 179.216 0

8.760Target Pendapatan

526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 0 55.200 0 0 055.200KD

A00 RM 0 55.200 0 0 55.200 0

82.132Target Pendapatan

663122 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 0 1.967.552 0 0 01.967.552KP

A00 RM 0 1.967.552 0 0 1.967.552 0

663162 PENGADILAN MILITER UTAMA 0 514.530 0 0 0514.530KD

A00 RM 0 514.530 0 0 514.530 0

663251 PENGADILAN MILITER TINGGI II DI JAKARTA 0 271.724 0 0 0271.724KD

A00 RM 0 271.724 0 0 271.724 0

663268 PENGADILAN MILITER  II - 08 DI JAKARTA 0 189.172 0 0 0189.172KD

A00 RM 0 189.172 0 0 189.172 0

02 JAWA BARAT 0 206.330 0 0 0206.330

531824 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG 0 58.900 0 0 058.900KD

A00 RM 0 58.900 0 0 58.900 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari2

44.372Target Pendapatan

663272 PENGADILAN MILITER  II - 09 DI BANDUNG 0 147.430 0 0 0147.430KD

A00 RM 0 147.430 0 0 147.430 0

03 JAWA TENGAH 0 132.311 0 0 0132.311

531831 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG 0 43.626 0 0 043.626KD

A00 RM 0 43.626 0 0 43.626 0

42.681Target Pendapatan

663289 PENGADILAN MILITER  II - 10 DI SEMARANG 0 88.685 0 0 088.685KD

A00 RM 0 88.685 0 0 88.685 0

04 DI YOGYAKARTA 0 122.631 0 0 0122.631

578802 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA 0 36.166 0 0 036.166KD

A00 RM 0 36.166 0 0 36.166 0

3.892Target Pendapatan

663293 PENGADILAN MILITER  II - 11 DI YOGYAKARTA 0 86.465 0 0 086.465KD

A00 RM 0 86.465 0 0 86.465 0

05 JAWA TIMUR 0 870.244 0 0 0870.244

526768 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA 0 45.750 0 0 045.750KD

A00 RM 0 45.750 0 0 45.750 0

57.233Target Pendapatan

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari3

548941 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA 0 173.600 0 0 0173.600KD

A00 RM 0 173.600 0 0 173.600 0

2.465Target Pendapatan

663301 PENGADILAN MILITER  TINGGI III DI SURABAYA 0 410.199 0 0 0410.199KD

A00 RM 0 410.199 0 0 410.199 0

663315 PENGADILAN MILITER  III - 12 DI SURABAYA 0 179.850 0 0 0179.850KD

A00 RM 0 179.850 0 0 179.850 0

663322 PENGADILAN MILITER  III - 13 DI MADIUN 0 60.845 0 0 060.845KD

A00 RM 0 60.845 0 0 60.845 0

06 ACEH 0 227.645 0 0 0227.645

578819 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH 0 37.215 0 0 037.215KD

A00 RM 0 37.215 0 0 37.215 0

12.560Target Pendapatan

663183 PENGADILAN MILITER  I - 01 DI BANDA ACEH 0 190.430 0 0 0190.430KD

A00 RM 0 190.430 0 0 190.430 0

07 SUMATERA UTARA 0 939.815 0 0 0939.815

526726 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAMEDAN 0 255.400 0 0 0255.400KD

A00 RM 0 255.400 0 0 255.400 0

2.870Target Pendapatan

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari4

526747 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN 0 44.500 0 0 044.500KD

A00 RM 0 44.500 0 0 44.500 0

62.610Target Pendapatan

663179 PENGADILAN MILITER TINGGI - I DI MEDAN 0 486.857 0 0 0486.857KD

A00 RM 0 486.857 0 0 486.857 0

663200 PENGADILAN MILITER  I - 02 DI MEDAN 0 153.058 0 0 0153.058KD

A00 RM 0 153.058 0 0 153.058 0

08 SUMATERA BARAT 0 226.891 0 0 0226.891

531845 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG 0 36.900 0 0 036.900KD

A00 RM 0 36.900 0 0 36.900 0

12.356Target Pendapatan

663205 PENGADILAN MILITER  I - 03 DI PADANG 0 189.991 0 0 0189.991KD

A00 RM 0 189.991 0 0 189.991 0

09 RIAU 0 36.750 0 0 036.750

578823 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKAN BARU 0 36.750 0 0 036.750KD

A00 RM 0 36.750 0 0 36.750 0

37.105Target Pendapatan

10 JAMBI 0 37.222 0 0 037.222

578840 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI 0 37.222 0 0 037.222KD

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari5

A00 RM 0 37.222 0 0 37.222 0

17.123Target Pendapatan

11 SUMATERA SELATAN 0 256.430 0 0 0256.430

526729 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 0 44.000 0 0 044.000KD

A00 RM 0 44.000 0 0 44.000 0

526751 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG 0 40.750 0 0 040.750KD

A00 RM 0 40.750 0 0 40.750 0

30.984Target Pendapatan

663212 PENGADILAN MILITER  I - 04 DI PALEMBANG 0 171.680 0 0 0171.680KD

A00 RM 0 171.680 0 0 171.680 0

12 LAMPUNG 0 39.754 0 0 039.754

559841 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung 0 39.754 0 0 039.754KD

A00 RM 0 39.754 0 0 39.754 0

14.431Target Pendapatan

13 KALIMANTAN BARAT 0 117.850 0 0 0117.850

531852 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK 0 36.040 0 0 036.040KD

A00 RM 0 36.040 0 0 36.040 0

23.715Target Pendapatan

663226 PENGADILAN MILITER  I - 05 DI PONTIANAK 0 81.810 0 0 081.810KD

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari6

A00 RM 0 81.810 0 0 81.810 0

14 KALIMANTAN TENGAH 0 36.150 0 0 036.150

578844 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA 0 36.150 0 0 036.150KD

A00 RM 0 36.150 0 0 36.150 0

12.682Target Pendapatan

15 KALIMANTAN SELATAN 0 154.510 0 0 0154.510

526731 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin 0 44.000 0 0 044.000KD

A00 RM 0 44.000 0 0 44.000 0

531866 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN 0 38.700 0 0 038.700KD

A00 RM 0 38.700 0 0 38.700 0

7.605Target Pendapatan

663233 PENGADILAN MILITER  I - 06 DI BANJARMASIN 0 71.810 0 0 071.810KD

A00 RM 0 71.810 0 0 71.810 0

16 KALIMANTAN TIMUR 0 147.240 0 0 0147.240

559858 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA 0 36.400 0 0 036.400KD

A00 RM 0 36.400 0 0 36.400 0

22.569Target Pendapatan

663247 PENGADILAN MILITER  I - 07 DI BALIKPAPAN 0 110.840 0 0 0110.840KD

A00 RM 0 110.840 0 0 110.840 0

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari7

17 SULAWESI UTARA 0 223.470 0 0 0223.470

526735 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 0 44.000 0 0 044.000KD

A00 RM 0 44.000 0 0 44.000 0

531873 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO 0 46.500 0 0 046.500KD

A00 RM 0 46.500 0 0 46.500 0

24.586Target Pendapatan

663361 PENGADILAN MILITER  III - 17 DI MANADO 0 132.970 0 0 0132.970KD

A00 RM 0 132.970 0 0 132.970 0

18 SULAWESI TENGAH 0 45.600 0 0 045.600

578851 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU 0 45.600 0 0 045.600KD

A00 RM 0 45.600 0 0 45.600 0

22.580Target Pendapatan

19 SULAWESI SELATAN 0 406.670 0 0 0406.670

526712 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG 0 193.800 0 0 0193.800KD

A00 RM 0 193.800 0 0 193.800 0

2.150Target Pendapatan

526772 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG 0 48.500 0 0 048.500KD

A00 RM 0 48.500 0 0 48.500 0

39.305Target Pendapatan

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari8

663357 PENGADILAN MILITER  III - 16 DI MAKASSAR 0 164.370 0 0 0164.370KD

A00 RM 0 164.370 0 0 164.370 0

20 SULAWESI TENGGARA 0 41.900 0 0 041.900

578865 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI 0 41.900 0 0 041.900KD

A00 RM 0 41.900 0 0 41.900 0

19.399Target Pendapatan

21 MALUKU 0 229.087 0 0 0229.087

539118 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON 0 41.316 0 0 041.316KD

A00 RM 0 41.316 0 0 41.316 0

17.570Target Pendapatan

663378 PENGADILAN MILITER  III - 18 DI AMBON 0 187.771 0 0 0187.771KD

A00 RM 0 187.771 0 0 187.771 0

22 BALI 0 117.765 0 0 0117.765

559862 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR 0 39.600 0 0 039.600KD

A00 RM 0 39.600 0 0 39.600 0

11.078Target Pendapatan

663336 PENGADILAN MILITER  III - 14 DI DENPASAR 0 78.165 0 0 078.165KD

A00 RM 0 78.165 0 0 78.165 0

23 NUSA TENGGARA BARAT 0 80.400 0 0 080.400

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari9

526737 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram 0 44.000 0 0 044.000KD

A00 RM 0 44.000 0 0 44.000 0

578872 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM 0 36.400 0 0 036.400KD

A00 RM 0 36.400 0 0 36.400 0

20.942Target Pendapatan

24 NUSA TENGGARA TIMUR 0 122.267 0 0 0122.267

539122 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG 0 36.100 0 0 036.100KD

A00 RM 0 36.100 0 0 36.100 0

12.613Target Pendapatan

663343 PENGADILAN MILITER  III - 15 DI KUPANG 0 86.167 0 0 086.167KD

A00 RM 0 86.167 0 0 86.167 0

25 PAPUA 0 432.790 0 0 0432.790

539139 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA 0 46.300 0 0 046.300KD

A00 RM 0 46.300 0 0 46.300 0

21.025Target Pendapatan

663382 PENGADILAN MILITER  III - 19 DI JAYAPURA 0 386.490 0 0 0386.490KD

A00 RM 0 386.490 0 0 386.490 0

26 BENGKULU 0 36.150 0 0 036.150

578886 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU 0 36.150 0 0 036.150KD

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari10

A00 RM 0 36.150 0 0 36.150 0

18.020Target Pendapatan

29 BANTEN 0 44.300 0 0 044.300

690202 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG 0 44.300 0 0 044.300KD

A00 RM 0 44.300 0 0 44.300 0

42.344Target Pendapatan

30 KEP. BANGKA BELITUNG 0 36.175 0 0 036.175

403429 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 0 36.175 0 0 036.175KD

A00 RM 0 36.175 0 0 36.175 0

5.823Target Pendapatan

31 GORONTALO 0 36.900 0 0 036.900

403430 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO 0 36.900 0 0 036.900KD

A00 RM 0 36.900 0 0 36.900 0

9.084Target Pendapatan

32 KEPULAUAN RIAU 0 36.680 0 0 036.680

690197 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG 0 36.680 0 0 036.680KD

A00 RM 0 36.680 0 0 36.680 0

13.477Target Pendapatan

005.05.WA 13.707.067 06.253.433 0458.273 20.418.773Program Dukungan Manajemen

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 005 MAHKAMAH AGUNG

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

005.05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Rp.29.038.094.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

11Halaman :

DS:2946-3300-1807-0890

 dari11

01 DKI JAKARTA 6.253.433 13.707.067 458.273 0 020.418.773

663122 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 6.253.433 13.707.067 458.273 0 020.418.773KP

A00 RM 6.253.433 13.707.067 295.494 0 20.255.994 0

D00 PNBP 0 0 162.779 0 162.779 0

TOTAL 6.253.433 22.326.388 458.273 0 29.038.094 0

RM 6.253.433 22.326.388 295.494 0 28.875.315 0

PNBP 0 0 162.779 0 162.779 0

778.141PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN

Direktur Jenderal Badilmiltun
Jakarta,  30 November 2022

NIP 196305081988032002
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA MAHKAMAH AGUNG

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

: Rp.29.038.094.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

NOMOR : DIPA-005.05-0/2023DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

(DUA PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

DS:2946-3300-1807-0890

005.05

005

Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

 dari1Halaman : 1

005.05.BF1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

RENCANA PENARIKAN DANA 8.619.321 120.861 566.124 1.179.702 609.183 933.150 1.214.051 997.524 480.344 1.191.976 591.308 383.734 351.364

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 778.141 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 65.264

005.05.W2 Program Dukungan Manajemen

RENCANA PENARIKAN DANA 20.418.773 653.151 922.626 1.311.806 1.517.252 2.775.750 1.582.962 2.581.023 829.712 776.203 3.056.588 1.944.195 2.467.503

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 29.038.094 774.012 1.488.751 2.491.509 2.126.435 3.708.900 2.797.013 3.578.547 1.310.056 1.968.179 3.647.896 2.327.929 2.818.867

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 778.141 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 64.807 65.264

Direktur Jenderal Badilmiltun
Jakarta,  30 November 2022

Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002


